	Daftar nama – nama Unit Kerja Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ikut Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 adalah : 

1.  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Sumatera Barat 

2.  Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan , Dinas Pangan Prov. Sumbar 

3.  Badan Keuangan daerah 

4.  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov.     

     Sumatera Barat 

5.  RSUD Solok 

6.  Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumbar 

7.  Dinas Sosial Prov. Sumbar 

8.  RSUD Pariaman 

9.  Dinas Kehutanan Prov. Sumbar 

10. Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 

11. RSUD dr. Achmad Muchtar Bukittinggi                                   sampai ke Top. 40




Daftar nama – nama Unit Kerja Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ikut Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ( siNovik) tahun 2019 adalah berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor 065/640/Orga-2019 : 

1. Dinas Tenaga Kerja Prov. Sumatera Barat

2. Dinas Pemuda dan Olah Raga

3. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Biro Umum Setda.

5. Dinas Kesehatan

6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

7. RSUD dr. Achmad Muchtar Bukittinggi

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daftar nama – nama Unit Kerja Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ikut Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik ( siNovik) tahun 2019 yang lolos administrasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. RSUD dr. Achmad Muchtar Bukittinggi

3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

LAPORAN  PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI  LAPOR!-SP4N PADA KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT 

DARI TAHUN 2018  S/D  JUNI  2019

	No
	Pemerintah Kabupaten / Kota
	Jumlah 

laporan
	Laporan yang

Sudah 

ditindaklanjuti
	   Laporan    

  yang  Belum  

 ditindaklanjuti
	Laporan yang belum 

diverifikasi
	Keterangan

	1
	Agam
	13
	
	9
	4
	

	2
	Dharmasraya
	Tidak aktif
	
	
	
	

	3
	Kepulauan Mentawai
	1
	
	1
	
	

	4
	Lima Puluh Kota
	1
	
	1
	
	

	5
	Padang Pariaman
	4
	
	3 
	4
	

	6
	Tanah Datar    
	6
	6
	0
	0
	Tuntas

	7
	Pasaman           
	5
	5
	0
	0
	Tuntas

	8
	Pasaman Barat
	3
	
	2
	1
	

	9
	Pesisir Selatan
	8
	8
	
	8
	

	10
	Sijunjung
	0
	
	
	
	Telah aktif

	11
	Solok
	4
	4
	
	
	Tuntas

	12
	Solok Selatan
	Tidak aktif
	
	
	
	

	13
	Kota Padang
	55
	
	31
	3
	Tuntas

	14
	Kota Bukittinggi
	14
	
	3
	11
	

	15
	Kota Payakumbuh

                          
	3
	3
	0
	0
	Tuntas

	16
	Kota Pariaman
	4
	1
	4
	0
	Tuntas

	17
	Kota Sawahlunto
	22
	1
	
	21
	

	18
	Kota Solok        
	36
	36
	0
	0
	Tuntas

	19
	Kota Padang Panjang
	1
	1
	0
	0
	Tuntas


Penjelasan :
1. Kabupaten/ Kota yang sudah menyampaikan laporannya ke Provinsi adalah : Kota Solok, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Padang Panjang
2. Kabupaten/Kota yang nihil pengaduan pelayanan publik adalah : Sijunjung, Dharmasraya dan Solok Selatan

3. Kabupaten/Kota yang tuntas pengaduannya adalah : Kabupaten Solok dan Kota Solok.

4. Kabupaten/Kota yang belum menyampaikan laporannya : Kota Sawahlunto,  Kota Bukittinggi, Kab.Agama, Kab.Dharmasraya, Kab.Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat,  Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Kepulauan Mentawai, dan Kab. Padang Pariaman.

5. Kabupaten Sijunjung pengelolaan SP4N!- LAPOR sudah berjalan dan telah ada beberapa laporan masyarakat.

                                         Padang, 12   Juni   2019

PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA

SKPD/ ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  PROVINSI 
 SUMATERA BARAT DARI TAHUN 2006 - 2017 
             Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat pada UKPP di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat semenjak tahun 2016 hingga tahun 2016. 
Pada tahun 2006, untuk pertama kalinya dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi dan Puskesmas Padang Pasir. 
Kegiatan tersebut berlanjut pada tahun  2008, 2011,2012,2013,2014,2015, 2016, dan 2016 . 
             Memasuki tahun 2013 survey tersebut senantiasa melibatkan Lembaga Penelitian kepada Masyarakat Universitas Andalas (UNAND) Padang, di bawah koordinasi Dr. Ria Ariani, M.Si.
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat  tahun 2006 s/d  2016, sebagai berikut :

1. RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi, Tahun 2006, Nilai B, Skor 68,70
 (pelaksana Biro Organisasi Setda. Prov. Sumbar)

2. Puskesmas Padang Pasir Tahun 2006, Nilai B, skor 68,70
(pelaksana Biro Organisasi Setda. Prov. Sumbar)

3. RSUD Solok, Tahun 2008, Nilai B, skor 67,19 
(Pelaksana lembaga Penelitian UMMY Solok)

4. SPPN Pertanian, Tahun 2006, Nilai B, skor 68, 70 
(Pelaksana lembaga Penelitian UMMY Solok)

5. RSJ. Prof.HB. Sa’anin Padang, Tahun 2011, Nilai B, skor 73 
(Pelaksana lembaga Penelitian dan Pengadian UNAND)

6. UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang,Tahun 2011, Nilai B skor 66,75
(lembaga Penelitian dan Pengadian  ( LP2M UNAND)

7. UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di, Tahun 2011, Nilai B, skor 72,40 (lembaga Penelitian dan Pengadian UNAND)

8. UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Tanah Datar, Tahun 2012, Nilai B, skor 68,71(lembaga Penelitian dan Pengadian UNAND)

9. UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Pariaman, Tahun 2012, Nilai B, skor 68,78 (lembaga Penelitian dan Pengadian UNAND)

10. UPTD. Balai Sertifikasi Benih Kota Bukittinggi, Tahun 2012, Nilai B, skor 72,29

11. UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Payakumbuh, Tahun 2012, Nilai B, skor 72,40 (swakelola bekerjasama dengan Biro Organisasi)

12. Bidang Layanan Perpustakaan badan Perpustakaan dan Arsip, tahun 2012, nilai B, skor 67,19 (swakelola)

13. UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Solok, Tahun 2013, Nilai B, skor 72,98 (UNAND)

14. UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang, Tahun 2013, Nilai B, skor 69,78 (UNAND)

15. RSUD. Pariaman, Nilai A, skor 89,78 (swakelola)

16. UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang, Tahun 2014, Nilai B, skor 72,29 (UNAND)

17. UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Sawahlunto, Tahun 2014, Nilai B, skor 72,40  (UNAND)

18. UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Sijunjung, Tahun 2014, Nilai B, skor  75,05 (UNAND)

19. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan PTSP Sumbar UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Sawahlunto, Tahun 2015, Nilai B, skor  84,64 (UNAND)

20. UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Solok Selatan, Tahun 2016, Nilai A, skor  89,92 (UNAND)

21. UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Pesisir Selatan, Tahun 2016, Nilai A, skor  77,92 (UNAND)

22. RSUD Solok, Tahun 2016, Nilai A, skor  84,12  (UNAND)

23. Dinas Lingkungan Hidup   , Tahun 2016, Nilai A, skor  87,99 (UNAND)

24. RSUD Pariaman, Tahun 2016, Nilai B, skor  75,81 (UNAND)

25. RSJ.Prof.HB. Saanin Padang, Nilai B, skor  78,23 (UNAND)

26. RSUD.Achmad Muchtar Bukittinggi, skor 81,27 (UNAND)

27. UPTD. LPSE Sumbar, Bappeda Prov. Sumbar, nilai A, Skor 86,75 (UNAND )

            Pada akhir Desember 2016 lalu,  6  UKPP Pemerintah Prov. Sumbar yang telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2016, membuat Janji Perbaikan Layanan di hadapan Gubernur Sumatera Barat, yang berisikan “akan melakukan sosialisasi prosedur pengaduan pelayanan kepada masyarakat, memasang papan informasi prosedur pengaduan pelayanan di ruangan yang bisa diakses langsung oleh masyarakat, dan memperbaiki fasilitas layanan konsultasi lebih diperbesar ukurannya dan juga lebih meningkatkan kenyamanan ruang tunggu layanan bagi masyarakat”.

Untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan MENPAN dam RB Nomor 16 Tahun 2014, Biro Organisasi Setda. Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Bimtek/ Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat pada tanggal 15 November 2017  peserta berjumlah sebanyak 50 orang, terdiri dari Pejabat yang menangani Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota  dengan narasumber H.Yatno, SIP,M.AP dari Kemenpan dan RB dan Dr. Ria Ariani, M.Si dari FISIP UNAND .  
Sesuai saran Inspektorat Prov. Sumatera Barat, untuk menjaga agar  nilai yang diperoleh tidak dipengaruhi Pelaksana, maka mulai tahun 2016 Biro Organisasi tidak lagi melakukan survey kepuasan masyarakat pada UKPP , sehingga tugasnya hanya sekedar menginventarisasi UKPP yang telah melaksanakan survey dan mengevaluasnya.

                                                                                   Padang, 31  Januari 2018

 DAFTAR  : NAMA - NAMA  ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
   DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG
            MELAKSANAKAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2017

	No
	NAMA   U P T D
	NAMA  ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
	SKOR

	PREDIKAT

INDEKS
	INSTITUSI

PELAKSANA



	1
	UPTD. LPSE Sumbar
	Bappeda Provinsi Sumbar
	83,24


	A
	LP2M UNAND

	2
	-
	Dinas Kehutanan 
	81,90
	A
	Swakelola

	3
	UPTD. Balai Higiene Perusahaan dan Kesela-matan Kerja
	Dinas Ketenagakerjaa dan Transmigrasi
	73,538


	C
	LP2M UNP

	4
	UPTD. BLK Payakumbuh
	Dinas Ketenagakerjan dan Transmigrasi
	80,312


	B
	LP2M UNP

	5
	UPTD. BLK Padang Panjang
	Dinas Ketenagakerjan dan Transmigrasi
	83,770


	B
	LP2M UNP

	6
	UPTD. Balai Pelatihan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
	Dinas Ketenagakerjan dan Transmigrasi 
	77,793


	B
	LP2M UNP

	7
	UPTD.Balai Pengembang-an Produktifitas Daerah
	Dinas Ketenagakerjan dan Transmigrasi
	81,40


	B
	LP2M UNP

	8
	-
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
	80,73


	B
	LP2M Univ.Bung Hatta

	9
	-
	Badan Kepegawaian Dae
rah
	75,52
	B
	LP2M Unand

	10
	-
	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sumbar
	84,90
	A
	LP2M Unand

	11
	RSUD Solok
	Dinas Kesehatan
	80,13
	B
	LP2M Unand

	12
	RSUD Pariaman
	Dinas Kesehatan
	83,78
	A
	LP2M Unand

	13
	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi
	Dinas Kesehatan
	75,50

	B
	LP2M Unand

	14
	RSJ. Prof.Dr. HB.Sa’anin Padang
	Dinas Kesehatan
	82,00
	A
	LP2M Unand

	15
	UPTD. Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan
	Dinas Kesehatan
	82,39
	A
	LP2M Unand

	16
	UPTD. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Lubuk Alung
	Dinas Kesehatan
	83,02
	A
	LP2M Unand

	17
	UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan
	Dinas Kesehatan
	87,48
	A
	LP2M Unand

	18
	UPTD. Balai Kesehatan Indra Masyarakat
	Dinas Kesehatan
	88,28
	A
	LP2M Unand

	19
	UPTD. Pelabuhan Perikan-an / TPI Pantai Carocok Tarusan
	Dinas Kelautan dan Peri-kanan
	79,50
	B
	LP2M Unand

	20
	UPTD. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Sicincin
	Dinas Kelautan dan Peri-kanan
	79,10
	B
	LP2M Unand

	21
	UPTD. Pelayanan Penda-patan Provinsi di Kota Solok
	Badan Keuangan Daerah
	79,29

	B
	LP2M Unand

	22
	UPTD. Pelayanan Penda-patan Provinsi di Lubuk Basung ( Agam )

	Badan Keuangan Daerah
	80,21
	B
	LP2M Unand

	23
	UPTD. Pelayanan Penda-patan Provinsi di Pasaman Barat
	Badan Keuangan Daerah
	74,12
	B
	LP2M Unand


Padang, 31   Desember  2017
   Total =  1857,89

   Skore = 1857,89 : 23 = 80,778

Rata-rata =80,778
(delapan puluh koma tujuh puluh tujuh)
         KEPALA BIRO ORGANISASI

IRWAN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001

Total = 1857,89

   Skore = 1857,89 : 23 = 80,778

Rata-rata =80,778
(delapan puluh koma tujuh puluh tujuh)
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           GUBERNUR SUMATERA BARAT
          Padang,       Juni    2019
	Nomor
	:
	065/          / Org-2019     
	
	    Kepada :

	Lampiran

Perihal
	:

:
	-

Survei kepuasan masyarakat.
	               
	1. Sdr. Kepala OPD di lingkungan  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

	
	
	
	
	2. Sdr. Direktur RSUD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

di-

      PADANG.




  Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bersama ini disampaikan kepada Saudara, sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa :

a. Penyelenggara melakukan pengukuran penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

b. Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pengukuran atau survei terhadap kepuasan masyarakat sesuai dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara.

c. Apabila dari hasil pengukuran penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat adanya kekurangan dari unsur penilaian, maka akan dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau agar Saudara melaksanakan hal-hal  sebagai berikut :

a. Untuk dapat mengalokasikan dana pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM).

b. Pelaksanaan survei dapat dilaksanakan melalui pihak ke 3 (tiga) atau secara swakelola, dengan mengacu kepada Peraturan MENPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

c. Laporan hasil survei agar diserahkan ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

d. Untuk informasi berkaitan tentang pelaksanaan survei dapat berkoordinasi dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

 Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dalam RPJM Periode Tahun 2016 - 2021

	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Target 

dan Realisasi

	70
	70
	70
	75
	75
	80
	Target

	80
	80,77
	-
	-
	-
	-
	Realisasi


DAFTAR : 
NAMA-NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ UPTD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG IKUT KOMPETISI PELAYANAN PRIMA DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK  TAHUN 2017.

	No.
	NAMA OPD/ UPTD
	Alamat

Kantor
	Hasil Lomba
	Keterangan
	

	1
	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Jalan Khatib Sulaiman Padang
	
	-
	

	2
	SMK Negeri 9 Padang, Dinas Pendidikan Provinsi
	Jalan Bundo Kanduang
	Juara Harapan II
	
	

	3
	UPTD. Panti Sosial Bina Netra “ Tuah Sakato”, Dinas Sosial Provinsi
	Kalumbuk Kec. Kuranji
	
	-
	

	4
	UPTD. Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Pangan, Dinas
	Jalan Raden Saleh 
	
	-
	

	5
	UPTD. Museum Adityawarman Sumbar
	Jalan Diponegoro
	Juara III
	
	

	6
	UPTD. Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronika, Bappeda Sumbar
	Jalan Khatib Sulaiman
	-
	-
	

	7
	UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Solok Selatan, Dinas Pendapatan Daerah
	Jalan Timbulun Padang Aro, Kabupaten Solok Selatan
	
	-
	

	8
	UPTD. Anjungan TMII Sumbar di Jakarta
	Jakarta Timur
	
	-
	


                                                                                                     Padang,       Desember 2017
KEPALA BIRO ORGANISASI
      IRWAN,S.Sos,M.Si.

     Pembina Utama Muda

NIP.196804 198902 1 001
GUBERNUR  SUMATERA BARAT
Padang,    Maret  2017
	Nomor
	:
	061/      / Org-2017

	Sifat
	:
	Penting                                                                              Kepada :

	Lampiran
	:
	-                                                                      Yth. 1. Sdr. Inspektur/Sekwan/Kepala Dinas/    

	Hal 
	:
	Penilaian Kepatuhan terhadap                               Badan Pemerintah provinsi        

 Standar pelayanan.                                                        Sumatera Barat

2.Sdr. Kepala Biro di lingkungan Setda. Provinsi Sumatera Barat

3. Sdr. Direktur RSUD. Pemerintah Provinsi 
          Sumatera Barat 

          di –

                Tempat. 

         Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat akan melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap standar pelayanan publik. Penilaian kepatuhan ini untuk mengingatkan Unit Kerja Pelayanan Publik di linkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat berbasis fakta dan metodologi pengumpulan data yang kredibel.
          Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan agar Saudara mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan  dalam rangka penilaian tingkat kepatuhan tersebut. Diharapkan hasil penilaian tahun ini akan meningkat dimana pada tahun 2016 lalu, menurut penilaian Ombudsman RI , Pemerintah Provinsi  Sumatera Barat berada  pada zona hijau  dengan pedikat kepatuhan tinggi dengan akumulasi nilai 87,96 dengan menduduki peringkat ke 5.
           Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

	
	
	


Susunan organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terdiri atas: 
a. Sekretariat Kementerian; 

b. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; 

c. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana; 

d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; 

e. Deputi Bidang Pelayanan Publik.
f  Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum; 

g. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 

h. Staf Ahli Bidang Administrasi Negara; dan 

i.  Staf Ahli Bidang Budaya Kerja. 

1. Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA.
    Deputi Bidang Pelayanan Publik
    Telp : 021-7398381-89 ext. 2053
     Fax. : 021-7398402
	2.R. Dwiyoga Prabowo, SE.
     Sekretaris Deputi 
    Telp : 021-7398381-89


	[image: image2.jpg]


 

 
	Dr. Drs. Muhammad Imanuddin, S.H., M.Si.
Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik
Telp : 021-7398381-89
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	Noviana Andrina, S.H., MAP.
Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I
Telp : 021-7398381-89
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	Jeffrey Erlan Muller, S.H.
Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II
Telp : 021-7398381-89
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	Dra. Damayani Tyastianti, M.Q.M.
Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III
Telp : 021-7398381-89

	 
SEKRETARIAT DEPUTI
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Dra. Sayidatun
Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran
Telp : 021-7398381-89
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Drs. Eko Widjanarko, M.MA.
Kepala Bagian Administrasi dan Pelaporan
Telp : 021-7398381-89

ASDEP PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN 
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
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Ir. Sri Hartini, SH., M.M.
Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik
Telp : 021-7398381-89
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Emida Suparti, SH., MAP.
Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik
Telp : 021-7398381-89

ASDEP KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH I
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Yatno, S.IP., MAP.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I-1
Telp : 021-7398381-89
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Agus Suyanto, S.Sos.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I-2
Telp : 021-7398381-89

ASDEP KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH II
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Aris Samson, S.Sos.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II-1
Telp : 021-7398381-89
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Dra. Supriyati, M.M.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II-2
Telp : 021-7398381-89

ASDEP KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH II
 [image: image14.jpg]


 

Fahrul Rizal, B.Sc.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III-1
Telp : 021-7398381-89

[image: image15.jpg]


 M. Yusuf Kurniawan, SH, M.Si.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III-2
Telp : 021-7398381-89
 ASDEP PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
 

[image: image16.jpg]



 

R.R. Lies Woro Susanti, S.E., MAP.
Kepala Subbidang Analisis Perumusan Kebijakan 
Pelayanan Publik
Telp : 021-7398381-89

[image: image17.jpg]



 

-

Kepala Subbidang Analisis Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Publik
Telp : 021-7398381-89

[image: image18.jpg]



 

Desianto Haryoso, S. IP.
Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik
Telp : 021-7398381-89

[image: image19.jpg]P




 

Rosikin, S.I., M.M.
Kepala Subbidang Pelaksanaan dan Monitoring Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Telp : 021-7398381-89

ASDEP KOORDINASI PELAKSANAAN 
KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN 
PUBLIK WILAYAH I
 

[image: image20.jpg]


 

 

Syafruddin, S.Pd., M.M.
Kepala Subbidang Penyiapan 
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah I-2
Telp : 021-7398381-89

[image: image21.jpg]


 

 

-
Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah I-2
Telp : 021-7398381-89

ASDEP KOORDINASI PELAKSANAAN 
KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH II
 

 [image: image22.jpg]


 

-
Kepala Subbidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah II-2
Telp : 021-7398381-89

[image: image23.jpg]




 

Dinda Puspaningtyas, S.IP.
Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah II-2
Telp : 021-7398381-89

ASDEP KOORDINASI 
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH II
 

 [image: image24.jpg]


 

-
Kepala Subbidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah III-2
Telp : 021-7398381-89

[image: image25.jpg]


 

 


	 


f.  Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum; 

g. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 

h. Staf Ahli Bidang Administrasi Negara; dan 

i.  Staf Ahli Bidang Budaya Kerja. 
   Deputi eselon I/a
   Staf Ahli eselon I/b
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